
 
BUPATI PASAMAN 

PROPINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PASAMAN 

NOMOR 38 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 

STANDAR SATUAN BIAYA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PASAMAN,  

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 
2018. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jo 
Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasaman Tahun 2012 Nomor 3); 

 
 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG STANDAR SATUAN 
BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman. 

2. Bupati adalah Bupati Pasaman. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang telah 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 

barang. 

6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman.  

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala BAKEUDA yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

9. Standar Satuan Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai 

acuan perhitungan kebutuhan biaya. 

 

BAB II 
STANDAR SATUAN BIAYA 

 

Pasal 2 
 

(1) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 berfungsi 

sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan 

kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018. 

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan, standar satuan biaya berfungsi sebagai : 
a. Batas tertinggi; dan 

b. Estimasi. 

(3) Standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 
 

(1) Dalam hal standar satuan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanan 

kegiatan tidak tercantum dalam peraturan ini, maka dilakukan penetapan 

besarannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan standar satuan biaya di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasaman, maka dilakukan penyesuaian indeks 
standar satuan biaya yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.  

(4) Komponen-komponen standar biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan yang belum diatur dalam lampiran Peraturan Bupati 

ini dapat mempedomani Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi 

Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang 
berlaku. 

 

   

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  4 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pasaman. 

 

 
Ditetapkan di Lubuk Sikaping 

pada tanggal 20 Oktober 2017 

BUPATI PASAMAN, 
 

 

 
YUSUF LUBIS 

 

Diundangkan di Lubuk Sikaping  

pada tanggal 20 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, 

 

 
 

M. SALEH, SH,MM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 38 
  



 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN 

 
 

 

 

 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN 

RKA-SKPD DAN RKA-PPKD TAHUN ANGGARAN 2018 

 

SERTA 

 

STANDAR SATUAN BIAYA 

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  

TAHUN ANGGARAN 2017 
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